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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup kerap kali mengalami kondisi trade 

off. Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi dalam 

mengejar pertumbuhan dan mengabaikan aspek lingkungan. Implikasinya adalah 

semakin besar aktivitas pertumbuhan ekonomi maka akan membutuhkan input sumber 

daya (sumber daya alam) yang semakin besar pula. Akibatnya, peningkatan eksploitasi 

sumber daya alam akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan 

hidup. 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sering berhadapan dengan 

masalah trade off. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hamparan hutan 

yang luas di dunia, dan Kalimantan merupakan salah satu pulau yang memiliki proporsi 

hutan terbesar di Indonesia. Tetapi, Kalimantan merupakan salah satu pulau yang 

mengalami deforestasi terbesar yang mencapai angka lima juta hektar dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir. Berkurangnya tutupan hutan maka akan mencerminkan 

penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan salah 

satu indikator yang memiliki bobot nilai terbesar dalam perhitungan indeks kualitas 

lingkungan hidup (IKLH).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi spasial antara pertumbuhan ekonomi 

yang digambarkan oleh variabel PDRB dan kualitas lingkungan yang digambarkan oleh 

variabel LTH di Pulau Kalimantan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 

menggunakan local indicator of spatial autocorrelation (LISA) yang dapat menampilkan 

pola spasial sekaligus arah dan signifikansi hubungannya.  

Hasil uji pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat korelasi 

spasial negatif yang signifikan secara statistik dengan nilai sebesar -0.236 

antara variabel PDRB dan LTH. Tahun 2014 hasil uji Bivariate menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi spasial positif yang signifikan secara statistik dengan nilai 

sebesar 0.254 antara variabel PDRB dan LTH. Selanjutnya untuk tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017 hasil uji  menunjukkan terdapat korelasi 

spasial yang negatif dengan nilai masing-masing sebesar -0.324 untuk tahun 

2015, -0.288 untuk tahun 2016, dan -0.285 untuk tahun 2016 untuk variabel PDRB dan 

LTH. 
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Secara umum berdasarkan hasil bivariate LISA antara variabel PDRB dan LTH selama 

tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa terdapat korelasi spasial yang signifikan secara 

statistik di provinsi Pulau Kalimantan. Merujuk pada hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan secara umum dapat dikatakan selama tahun 2013-2017 terdapat korelasi 

spasial yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau 

Kalimantan (kecuali tahun 2014). Penulis menduga hasil ini disebabkan oleh 

perekonomian Pulau Kalimantan yang didominasi oleh sektor yang menggunakan 

sumber daya alam sebagai input utamanya. Perekonomian Pulau Kalimantan sebagian 

besar ditopang oleh sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sektor 

pertambangan Pulau Kalimantan memiliki kontribusi yang positif terhadap 

perekonomian Kalimantan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui peningkatan kinerja 

sektor pertambangan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan global dan 

membaiknya kinerja ekspor impor sektor pertambangan pulau Kalimantan.  

Sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penopang perekonomian Pulau 

Kalimantan dan nasional. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh Pulau Kalimantan yang 

memiliki luas areal perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan luas areal mencapai 

2,91 juta hektar. Luas areal perkebunan kelapa sawit juga terus mengalami perluasan, 

kenaikan akan luas areal berkisar antara 2,77 hingga 7,20 persen pertahun. Jika dilihat 

dari sisi produksi, Pulau Kalimantan dapat memproduksi kelapa sawit mencapai 10,35 

juta ton pertahun. 

Khusus untuk tahun 2014, merujuk pada hasil iate menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi spasial positif. Sehingga dapat dikatakan variabel PDRB dan LTH 

memiliki hubungan yang positif. Penulis menduga hal ini disebabkan karena sektor 

pertambangan yang menggunakan input sumber daya alam mengalami perlambatan 

pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan oleh melemahnya permintaan produk sektor 

pertambangan dari Tiongkok sehingga berimplikasi pada menurunnya kinerja ekspor 

sektor pertambangan Pulau Kalimantan. Selain itu, terdapat kebijakan pengaturan 

ekspor mineral yang berlaku pada awal tahun 2014 yang menyebabkan berhentinya 

kegiatan pertambangan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.  

5.2. Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merumuskan 

rekomendasi pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian 

ini. Merujuk pada pernyataan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pulau 

Kalimantan merupakan pulau yang dipilih sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. 

Lebih spesifik, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang dipilih sebagai pusat 

pemerintahan yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan berpotensi memberikan 
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dampak positif terhadap perekonomian. Penambahan aktivitas ekonomi melalui 

investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan operasional 

penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakan perekonomian. 

Peningkatan aktivitas ekonomi dilakukan melalui peningkatan jasa pemerintahan dan 

sektor non tradisional, peningkatan produktivitas, penurunan kesenjangan antar 

kelompok pendapatan antar wilayah.  

Pada jangka pendek (fase konstruksi) diprediksikan pemindahan IKN akan memberikan 

dampak peningkatan investasi riil di Pulau Kalimantan sebesar 34,5% dan nasional 

sebesar 4,7% yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB riil) di Pulau 

Kalimantan akan tumbuh sebesar 4,7% dan nasional sebesar 0,6%, serta peningkatan 

kesempatan kerja Pulau Kalimantan sebesar 10,5% dan nasional 1,0%. Untuk jangka 

menengah-panjang (fase operasionalisasi) diproyeksikan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di Pulau Kalimantan akan tumbuh sebesar 4,3% dan nasional sebesar 0,02%. 

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum di Pulau Kalimantan 

terdapat korelasi spasial yang negatif antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kualitas 

lingkungan hidup (LTH). Sehingga dapat dikatakan, daerah yang memiliki PDRB yang 

tinggi akan dikelilingi oleh daerah yang memiliki LTH rendah. Sehingga LTH untuk 

daerah tersebut juga akan bernilai relatif sama rendahnya. Hal ini perlu diperhatikan 

mengingat keputusan pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan yang diprediksi dapat 

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak dari keputusan 

pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dapat berdampak pada peningkatan aktivitas 

ekonomi yang terjadi di Pulau Kalimantan yang dapat berpotensi untuk 

mengalihfungsikan lahan hutan. Sehingga perlu dirancang kebijakan yang lebih 

komprehensif juga mengakomodasi kepentingan pemeliharaan hutan serta hutan 

seharusnya dianggap sebagai constraint dan bukan sebagai collateral damage. 
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